BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENJUABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

a.

1

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kabupaten Biak Numfor tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Irain Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3651);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884) ;

4. Undang-Undang........



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679) ;

11. Undang-Undang.........
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13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negara Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980
Tentang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil
Kepala Daerah Serta Janda/ Dudanya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah..........
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6487);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Presiden..........



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Presiden nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan
Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 60);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Mneteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 581);

34. Peraturan Menteri........



34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4)

37. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.
1.266.478.793.765, yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendpatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.623.267.641, yang terdiri atas:

Pajak daerah;

Retribusi daerah;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

oo op

(1)Pajak daerah.........



(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 8.500.000.000

(2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. Nihil

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.123.267.641.

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000 (delapan milyard lima juta
rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajakhotel .-....cooiiiiniennes Rp. 909.901.877
D. PaE RN i v iivenass Rp. 1.684.453.294
C. PaR IS ... oo ovoioosirinenisnsinsnssaraons Rp. 324.900.000
d. PRak RNEIING . s Rp. 221.622.500
e. Pajak Penerangan Jalan ............ Rp. 2.000.000.000
E-PRBEPIRIE i i siing:s Rp. 400.000.000
g PRiak MrTotinh .........covicivvesivniaceinses Rp. 62.000.000
h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan... Rp. Nihil

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)... Rp.
1.100.600.000
j- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.
1.796.522.329
(2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000

=
.

Terdini. ...
Terdiri atas :
a. Retribusi Jasa Umum ........cccoevvvinenennnn. Rp. 2.216.000.000
Do Retribusiiima USlR .. Rp. 1.513.003.484
c. Retribusi Perizinan Tertentu .............. Rp. 9.270.996.516

(3) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 84.123.267.641. (Delapan puluh empat milyar
seartus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus
empat puluh satu rupiah) terdiri atas :

R L R e S e Rp.
3.223.267.641
b, Pendapltn PURGR ... iviinarsisisecines Rp.

5.000.000.000

c. Penerimaan........



c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
Rp.4.000.000.000

d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Rp.1.700.000.000

e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Rp.70.200.000.000

Pasal 6

(1) Anggaran Pendapatan Tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.131.762.326.124, yang terdiri
atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ... Rp. 1.060.250.501.878
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah........ Rp. 71.511.824.246
Pasal 7

(2) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.093.200.000,
yang terdiri atas:

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangangan .... Rp. 29.093.200.000

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.
1.284.390.305.392, yang terdiri atas :

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.
Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
a direncanakan sebesar Rp. 862.139.321.948, yang terdiri atas :

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;,

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.

o o0 op

(2) Belanja pegawai.........



(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf a
direncanakan sebesar Rp. 402.527.397.350.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b
direncanakan sebesar Rp. 434.693.024.598

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ¢ direncanakan
sebesar Rp. Nihil.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d direncanakan
sebesar Rp. 3.000.000.000.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e direncanakan
sebesar Rp. 20.213.900.000

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f
direncanakan sebesar Rp. 1.705.000.000.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 402.527.397.350, yang terdiri atas :

Gaji dan tunjangan;
Belanja Tunjangan Keluarga ASN
Belanja Tunjangan Jabatan ASN
Belanja Tunjangan Fungsional ASN
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
Belanja Tunjangan Beras ASN
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
. Belanja Pembulatan Gaji ASN
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
m. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASN
n. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

o. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
p. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

FESE®R ™0 A0 op

ot
.

Pasal 11

(2) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 434.693.024.598
yang terdiri atas:
Belanja Barang
. Belanja Jasa
Belanja Pemeliharaan
Belana Perjalanan Dinas
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

oo

(1) Belanja Subsidi..........
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(1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000

(2) Belanja Hibah dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 20.213.900.000.

(3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. Nihil.

(4) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 1.705.000.000.

Pasal 12

(3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 168.258.719.444. yang terdiri atas :
a. Belanja Modal Tanah
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(4) Anggaran belanja Takterduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b direncanakan sebesar Rp. 4.553.786.000

(5) Anggaran belanja Tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 249.438.478.000

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.
17.911.511.627 , yang terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan
Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.911.511.627, yang terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

™o o o

(2) Sisa lebih........



(2)

3)

(4)

)

(6)

(7)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(1)
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Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncankan sebesar Rp. Nihil

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncankan sebesar Rp. Nihil

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. Nihil

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 44.179.171.731

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. Nihil

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp. Nihil
Pasal 15

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 17.911.511.627.

Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp. Nihil;

Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan PAD)
Pasal 16

Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Nihil, yeng terdiri atas:
a. Pajak daerah;

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. Nihil;

Pasal 17

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b direncanakan sebesar Rp. Nihil, yang terdiri atas:

Pembentukan dana cadangan;

Penyertaan modal daerah;

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Pemberian pinjaman daerah; dan

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

©poop

(2) Pembentukan dana.........
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(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. Nihil.

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. Nihil

(4) Pemberian cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. Nihil.

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. Nihil.

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp. Nihil.
Pasal 18

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Nihil, yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan ;
b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. Nihil

(3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 19

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Nihil, yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan
b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan).

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. Nihil

(3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan)
Pasal 20

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.
(17.911.511.627)

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. Nihil

Pasal 21........
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Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Biak Numfor ini terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiranl III
4. Lampiran IV
S. Lampiran V
6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
belanja bagi hasil;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemrintah Provinsi/Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang
APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22.........
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Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di : Biak
pada tanggal : 22 Februari 2021

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERY ARIO NAAP

Diundangkan di : Biak
pada tanggal : 22 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR

CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,

KE
SEMUEL RUMAIKEUW, SH

PEMBINA TK. 1
NIP. 19730508 200110 1 004



